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BAB I   
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Di Indonesia, industri kreatif terbagi dalam 14 sub sektor, yakni 
seperti film, video, desain dan fotografi, arsitektur, fashion, kerajinan, riset 
dan pengembangan, layanan komputer dan piranti lunak, musik, penerbitan 
dan percetakan, pasar barang seni, periklanan, permainan interaktif, seni 
pertunjukan, televisi dan radio. Dari 14 subsektor tersebut mulai berkembang 
maju untuk diproduksi secara massal di seluruh pelosok negeri, berdaya jual 
tinggi, dan menjadi salah satu komoditas ekspor yang menggiurkan dan 
menjanjikan. Sub sektor tersebut sebagian masuk dalam tata kelola Usaha 
Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Usaha Kecil Menengah (UKM). Usaha 
kecil menengah merupakan salah satu bidang usaha yang telah mengambil 
peranan yang aktif dalam sistem perekonomian Indonesia. Bahkan semakin 
lama peranannya tersebut semakin meningkat. Berikut adalah data yang 
diperoleh peneliti dari Badan Pusat Statistik jumlah UKM di Indonesia:1
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Perkembangan Data UMKM dan Usaha Besar 
Tahun 2011-2012  
 
Sumber: Kementerian Koperasi dan UMKM, 2014 
 
Melihat gambar 1.1 di atas, selama 2011-2012 peranan UKM (Usaha 
Kecil Menengah) dalam menciptakan pertambahan nilai selalu meningkat. 
Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah usaha mikro yang pada tahun 2011 
menempati angka 2.500.000,00 dan di tahun 2012 menempati angka 
3.000.000,00. Selanjutnya pada usaha kecil pada tahun 2011 menempati 
angka 800.000,00 dan di tahun 2012 menempati angka 900.000,00. Beralih 
ke usaha menengah cukup banyak ditahun 2011 yaitu menempati angka 
100.000,00 dan ditahun 2012 menempati angka 120.000,00. Terakhir untuk 
usaha besar sangat tinggi dibandingan usaha-usaha lainnya yaitu pada tahun 







Kontribusi UMKM terhadap PDB jika dilihat, UMKM memiliki peran 
yang penting dalam pengembangan usaha bagi individu di Indonesia. UMKM 
pun merupakan cikal bakal tumbuhnya usaha-usaha besar dari tiap individu 
dan tentu usaha besar berawal dari UMKM itu sendiri. UMKM (Usaha Mikro 
Kecil Menengah) perlu terus ditingkatkan dan 1 (satu) hal yang perlu digaris 
bawahi dalam pengembangan UMKM yaitu bahwa langkah semacam ini 
semata-mata merupakan langkah yang seharusnya diambil pemerintah untuk 
terus mengembangkan UMKM. Tetapi pihak UMKM sebagai pihak yang 
dikembangkan dan dibina dapat melangkah bersama dengan pemerintah.  
Selain pemerintah dan UMKM, sektor pendukung seperti perbankan 
atau lembaga donor merupakan elemen yang penting terkait segala hal 
mengenai permodalan/ pendanaan dalam melayani simpan pinjam. Dengan 
adanya kolaborasi dan saling mendukung tentu menimbulkan keinginan-
keinginan dari UMKM yang sejatinya akan melangkah ke jenjang UKM 
untuk berani dalam berkembang. Jika sudah seperti ini tentu Pemerintah dan 
UKM sebagai pengelola dan aktor memiliki nilai positif dalam memberikan 
tata kelola yang baik.  
Merambah ke wilayah provinsi Jawa Timur, UKM serta UMKM pun 
berkembang pesat. Hal ini tidak terlepas dari visi Pakde Karwo Gubernur 
Jawa Timur melalui Dinas Koperasi, Usaha, Kecil, dan Menengah provinsi 





(KUKM) yang mandiri dan berdaya saing di Jawa Timur. Untuk rincian 
datanya dapat dilihat dibawah ini2: 
Tabel 1.1  
Jumlah UMKM pada Tahun 2015  
di Provinsi Jawa Timur 
 
No Kota/ Kabupaten Jumlah UMKM 
1 Kab Blitar 255,622 
2 Kab Kediri 243,969 
3 Kab Malang 414,516 
4 Kab Jember 419,482 
5 Kab Banyuwangi 296,706 
6 Kab Probolinggo 227,155 
7 Kab Pasuruan 248,802 
8 Kab Bojonegoro 274,902 
9 Kab Lamongan 252,137 
10 Kab Sumenep 264,062 
11 Kota Surabaya 37,906 
12 Kab Sidoarjo 16,372 
13 Kota Malang 10,611 
14 Kab Gresik 9,569 
15 Kab Jombang 8,587 
16 Kab Mojokerto 2,611 
17 Kab Ngawi 855 
 Jumlah 3,838,009 
Sumber: Dinas Koperasi, Usaha, Kecil, dan Menengah Provinsi Jawa 
Timur, 2017 
 
Pada tabel diatas menunjukkan jumlah total usaha mikro kecil dan 
menengah di seluruh kota dan kabupaten Jawa Timur adalah  6,825,931. Dari 
jumlah tersebut dilatarbelakangi dari berbagai program peningkatan daya 
saing UMKM yang telah dilakukan sejak tahun 2013. Tercatat juga 
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setidaknya ada 4 (empat) kendala yang dihadapi UMKM, yaitu pembiayaan, 
teknologi dan inovasi produk, riset pasar dan terakhir inefisiensi.  
Diawali dengan Kabupaten Blitar dengan jumlah UMKM yang 
berada pada angka 255.622, Kabupaten Kediri dengan angka 243.969, 
Kabupaten Malang dengan angka 414.516, Kabupaten Jember dengan angka 
419.482, Kabupaten Banyuwangi dengan angka 296.706, Kabupaten 
Probolinggo dengan angka 227.155, Kabupaten Pasuruan dengan angka 
248.802, Kabupaten Bojonegoro dengan angka 274.902, Kabupaten 
Lamongan dengan angka 252,137, Kabupaten Sumenep dengan angka 
264,062, Kota Surabaya dengan angka 37,906 dan Kabupaten Sidoarjo 
dengan angka 16,372 serta Kota Malang berada diurutan tiga belas dengan 
jumlah angka 10,611. Selanjutnya diikuti Kabupaten Gresik yang menempati 
urutan empat belas dengan angka 9.569, Kabupaten Jombang dengan angka 
8.587, Kabupaten Mojokerto dengan angka 2.611, dan Kabupaten Ngawi 
dengan angka 855. 
Kota Malang sebagai roda penggerak perekonomian bangsa Indonesia 
pun turut mengembangkan usaha kecil menengah. Mengingat banyaknya 
pengangguran dan tidak semua orang berlatar belakang pendidikan yang 
tinggi, untuk memperoleh pekerjaan, maka dengan adanya UMKM di Kota 
Malang mampu memberikan peluang yang besar untuk penyerapan tenaga 
kerja bagi masyarakat yang tidak memiliki pendidikan tinggi atau 
masyarakat kecil dan menengah. Dalam pengelolaan usaha kecil menengah 





untuk menaungi dan mengorganisir atau mengelola berjalannya visi beserta 
misi yang ingin diwujudkan, adapun dinas itu adalah Dinas Koperasi dan 
Usaha Mikro Kota Malang. Disamping itu, untuk mempermudah dalam 
menjangkau  UMKM yang berada di Kota Malang dibentuklah Paguyuban 
Amangtiwi yang menjadi sample peneliti karena satu-satunya paguyuban 
yang berbadan hukum dan secara mandiri diluar lembaga pemerintahan 
sebagai perpanjangan tangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro untuk ikut 
mengelola pelaku UMKM yang beraada di Kota Malang. Untuk 
menstabilkan perekonomian di Kota Malang supaya pelaku UMKM yang 
tergabung dalam Paguyuban Amangtiwi  dapat bersinergi dengan pasar, 
maka dibentuklah Bank sentral daerah yaitu Bank Indonesia Cabang Malang 
yang bertugas membuat maupun mengevaluasi kebijakan moneter daerah. 
Mengacu pada penjelasan mengenai UKM, Klasifikasi UKM 
tersebut didasarkan  pada tabel di bawah ini: 
Tabel 1.2  







I Usaha Mikro Maksimal 50 Juta Maksimal 300 Juta 
II Usaha Kecil >50 Juta – 500 Juta >300 Juta – 2.5 Miliar 
III Usaha Menengah >500 Juta – 10 Miliar >2.5 Miliar – 50 Miliar 
Sumber: Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, 2012 
Sebelum lebih jauh pada penelitian terhadap pelaku UMKM yang 
tergabung pada Paguyuban Amangtiwi khususnya dibidang kuliner, maka 
perlu penjelasan sedikit mengenai perbedaan usaha mikro dengan usaha 





maksimal mencapai 50 juta dan omset maksimal 300 juta. Berbeda dengan 
usaha kecil yang memiliki asset lebih dari 50 juta hingga 500 juta, omset 
yang dihasilkan pun tatarannya diatas 300 juta hingga 2.5 miliar. Setelah itu 
untuk usaha menengah memiliki asset lebih dari 500 juta hingga 10 miliar 
dan begitupun omset yang dihasilkan mencapai lebih dari 2.5 milyar hingga 
50 miliar. 
Lembaga secara luas dapat diketahui perbedaannya menjadi dua 
jenis yang pertama yaitu lembaga formal dan kedua yaitu lembaga informal. 
Apabila diamati menurut jenisnya, berdasarkan sumber pendanaan/ finansial 
yang didapat, maka Dinas Koperasi dan Usaha Mikro selaku pemerintah 
yang merupakan lembaga formal Kota Malang memiliki struktur hirarkis 
dari pusat hingga ke daerah. Lalu untuk Bank Indonesia Cabang Malang 
tergolong lembaga negara formal independen diluar pemerintahan, 
sedangkan Paguyuban Amangtiwi tergolong informal. Sehingga pengelolaan 
pada paguyuban tersebut khususnya dibidang kuliner dapat terjadi dari 
sinergi lembaga formal dan informal. 
Pada data yang peneliti dapat dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 
ketika peneliti melakukan pra-penelitian, tercatat dari tahun ke tahun 
pertumbuhan dan perkembangan pelaku UMKM naik turun. Hal tersebut 
tidak terlepas dari peran Pemerintah melalui dinas tersebut sebagai pembina 
pelaku UMKM yang tergabung didalam Paguyuban Amangtiwi dapat 
dinilai kinerjanya dalam satu periode. Untuk lebih jelas, data pertumbuhan 





Tabel 1.3  




2013 2014 2015 2016 
Kedung Kandang 68 74 51 - 
Lowokwaru 110 74 42 3 
Klojen 74 13 56 43 
Blimbing 138 50 71 6 
Sukun 106 34 48 17 
    Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang, 2017 
Dari data tahun 2013 hingga tahun 2016 dapat diketahui bahwa 
UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) tiap kecamatan cenderung naik dan 
turun. Di tahun 2013, Kecamatan Kedung Kandang memiliki UMKM 
berjumlah 68. Kecamatan Lowokwaru lebih banyak sebesar 110 UMKM, 
sedangkan di Kecamatan Klojen paling sedikit yaitu 74 UKM. Sedangkan di 
Kecamatan Blimbing dan Sukun masing-masing berjumlah 138 dan 106 
UKM.   
Pada tahun 2014, UMKM di masing-masing Kecamatan Kota 
Malang dari keseluruhan menurun kecuali Kecamatan Kedung Kandang 
yang justru bertambah. Di Kecamatan Kedung Kandang UKM tumbuh dan 
berkembang menjadi 74 UKM dan di Kecamatan Lowokwaru menurun 74 
UKM yang tersebar. Sedangkan di Kecamatan Klojen pun turun drastic 
sebesar 13 UKM saja. Tidak hanya itu, di Kecamatan Blimbing dan Sukun 
pun ikut menurun sejumlah 50 dan 34 UKM yang tersebar. Menurunnya 
jumlah UKM tersebut tentu menjadi pertanyaan bagi peneliti mengenai apa 





Berlanjut ketahun 2015, UKM di Kota Malang perkembangannya 
meningkat dan ada pula yang menurun. Hal tersebut dibuktikan dari 
Kecamatan Kedung Kandang dan Lowokwaru yang menurun yaitu 51 UKM 
dan 42 UKM tersebar. Sedangkan peningkatan terjadi di Kecamatan Klojen, 
Blimbing, dan Sukun yang berjumlah masing-masing 56, 71, dan 48 UKM. 
Hal ini tentu membanggakan jika ada peningkatan. Tetapi pada tahun 2016, 
penurunan sangat drastis yaitu di Kecamatan Kedung Kandang hingga tidak 
terdata. Lalu di Kecamatan Lowokwaru dan Klojen menurun hingga angka 
3 dan 43 UKM yang terdata. Di Kecamatan Blimbing dan Sukun pun ada 
penurunan pada jumlah UKM baru yaitu sejumlah 6 dan 17 UKM yang 
tersebar. Oleh sebab itu Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mencoba 
bersinergi dengan Bank Indoensia untuk bersama-sama menciptakan pasar 
pada pelaku UMKM di Paguyuban Amangtiwi. 
Paguyuban Amangtiwi merupakan paguyuban yang berdiri dari 
inisiatif pelaku UMKM yang pada awalnya bergerak dibidang kuliner dan 
merupakan binaan dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Paguyuban 
tersebut terbentuk pada tahun 2006 dan mendapatkan payung hukum 
perkoperasian pada tahun 2012 dengan berdasar Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 17 Tahun 2012. Jumlah dari anggota paguyuban tersebut 
yang bergerak pada bidang kuliner sebanyak 18 orang. Dinas Koperasi dan 
Usaha Mikro dalam hal ini mengupayakan pengembangan agar penciptaan 
pasar dari paguyuban tersebut dapat tercapai. Sebelumnya jumlah bidang 





pada tahun 2015 sebanyak 115 UMKM dan terakhir pada tahun 2016 
jumlahnya mencapai 53 UMKM. Tentu hal tersebut berpengaruh pula pada 
perkembangan pelaku UMKM yang ada di Paguyuban Amangtiwi 
khususnya bidang kuliner. 
Kondisi naik turun yang terjadi pada jumlah UMKM yang tergabung 
pada Paguyuban Amangtiwi dibidang kuliner ditahun 2014 hingga 2016 
tentu dilatarbelakangi oleh beberapa kendala. Pertama, kendala yang kerap 
kali menjadi batu sandungan dari UMKM yang tergabung dalam Paguyuban 
Amangtiwi terutama dibidang kuliner adalah masalah distribusi. Mereka 
dapat memproduksi banyak tetapi tidak mengerti akan dijual kemana 
produk-produknya. Terlebih ketika mereka telah mengikuti pelatihan-
pelatihan dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, belum tentu mereka akan 
dapat mempraktikkan dengan baik. Karena terkadang pelaku UMKM yang 
berhadapan langsung dengan dunia pasar dapat bingung siapa target pasar 
mereka untuk mendistribusikan produknya. Sehingga distribusi masih 
menjadi hal yang tidak sepenuhnya dapat diimplementasikan oleh UMKM 
yang tergabung dalam Paguyuban Amangtiwi. 
Kedua, kendala yang masih terjadi adalah ketidaksempurnaan 
informasi dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro terhadap UMKM yang 
tergabung pada Paguyuban Amangtiwi. Ketidaksempurnaan informasi yang 
dimaksud adalah Dinkop tidak mampu mendata dengan baik berapa jumlah 
UMKM yang ada pada Paguyuban Amangtiwi untuk nantinya 





tersebut nantinya akan menyulitkan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro itu 
sendiri dalam memantau dan menindaklanjuti perkembangan UMKM itu 
sendiri.  
Ketiga, pendampingan merupakan masalah utama dari Dinas 
Koperasi dan Usaha Mikro yang hingga tahun 2017 tidak pernah 
direalisasikan. Selama ini Dinas tersebut gencar mencanangkan pelatihan-
pelatihan kepada UMKM di dalam Paguyuban Amangtiwi agar pelaku 
UMKM dapat mandiri dan berkembang sendiri. Dalam sebuah pembinaan 
dari institusi pemerintah yaitu Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tentunya 
harus memenuhi tiga hal agar UMKM dapat termonitor yaitu pemberian 
fasilitas pameran, pelatihan, dan pendampingan. Satu diantara tiga hal 
tersebut yakni pendampingan belum diwujudkan dengan baik oleh Dinas 
tersebut, sehingga hal tersebut masih menjadi permasalahan. 
Selanjutnya, hal tersebut diteliti lebih dalam serta disesuaikan 
dengan konteks lapangan yang terjadi pada UMKM yang berada di Kota 
Malang. Dengan demikian, berdasarkan ilustrasi diatas, peneliti tertarik 
untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam mengenai seluk beluk Pengelolaan 
pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang berada di Kota Malang oleh 
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro terhadap UMKM yang telah berbadan 
hukum yaitu Paguyuban Amangtiwi sebagai wujud apakah Dinas tersebut 





1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan pemaparan di latar belakang yang telah dipaparkan oleh 
peneliti sebelumnya, maka dapat ditarik rumusan masalah yaitu “Apakah 
Pengelolaan Usaha Kecil dan Menengah oleh Dinas Koperasi dan Usaha 
Mikro Kota Malang terhadap Paguyuban Amangtiwi di bidang kuliner telah 
memenuhi konsep fungsi intitusi apabila dilihat berdasarkan pendekatan 
kelembagaan baru (New Institutionalism)?” 
1.3 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin 
dicapai dalam penelitian skripsi ini yaitu  
1. Dapat menjelaskan terkait dengan  penciptaan pasar oleh Dinas 
Koperasi dan Usaha Mikro terhadap pada Paguyuban Amangtiwi 
khususnya dibidang kuliner melalui tiga indikator utama yaitu 
pengaturan pasar, stabilitas pasar, dan legitimasi pasar. 
2. Dapat memahami bagaimana pengaturan pasar pada Paguyuban 
Amangtiwi yang dikelola dan diorganisisr oleh Dinas Koperasi dan 
Usaha Mikro serta didukung oleh Perwakilan Bank Indonesia Kota 
Malang. 
3. Dapat menjelaskan mengenai stabilitas pasar yang dikelola oleh Bank 
Indonesia Cabang Kota Malang dan pengaruhnya terhadap langkah 
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro ketika mengembangkan dan 





4. Dapat memahami dan menjelaskan legitimasi pasar dari Dinas 
Koperasi dan Usaha Mikro sebagai pemerintah yang mendorong 
pelaku UMKM yang tergabung pada Paguyuban Amangtiwi untuk 
melegalkan produknya. 
1.4 Manfaat Penelitian 
Penelitian ini dapat memberikan 2 (dua) manfaat, yaitu manfaat secara 
akademis dan manfaat secara praktis. 
1.4.1 Manfaat Akademis 
Manfaat secara akademis yang dapat diperoleh dari penelitian ini 
terkait dengan Pengeloalaan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) 
adalah: 
1. Penelitian yang peneliti lakukan dapat memberikan ilmu dan 
pengetahuan secara terbarukan terhadap mahasiswa terkait dengan 
Pengeloalaan Usaha Mikro Kecil Menengah oleh Dinas Koperasi dan 
Usaha Mikro terhadap Paguyuban Amangtiwi 
2. Berdasar pada penelitian ini,  nantinya akan diperoleh pemahaman-
pemahaman baru yang tentunya berkaitan dengan apa yang ditemukan 
peneliti ketika terjun melakukan penelitian di lapangan. 
3. Sebagai dasar atau pondasi untuk penelitian selanjutnya yang akan 
mengangkat dan mengambil tema terkait kelembagaan dan Pengeloalaan 
Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada Paguyuban Amangtiwi 





1.4.2 Manfaat Praktis 
Sedangkan, manfaat secara praktis yang diperoleh dalam penelitian dari 
peneliti terkait dengan Pengeloalaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) 
ini yaitu: 
1. Hasil penelitian dari peneliti dapat digunakan sebagai motivasi dan acuan 
pakem untuk masyarakat dan pemerintah agar terus bekerja sama secara 
berkesinambungan/ terus menerus dalam upaya pengelolaan dan 
pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah melalui sebuah lembaga 
seperti Paguyuban Amangtiwi. 
2. Sebagai landasan pemerintah daerah untuk terus berinovasi melalui 
potensi lokal yang ada demi peningkatan kualitas hidup masyarakat. 
3. Sebagai acuan pemerintah Kota Malang dalam upaya penguatan sentra 
UKM dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan potensi 
lokal dan sumber daya alam. 
 
